QANUN MUKIM PALOH
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT MUKIM

Menimbang:

Mengingat:

—_—

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

IMUEM MUKIM PALOH,

Bahwa hutan adat mukim adalah rahmat Allah subhanahu wa taala yang
telah dikuasai oleh masyarakat hukum adat mukim sejak dahulu kala
untuk dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan bagi kemaslahatan warga
mukim.

Bahwa masyarakat hukum adat mukim telah sepakat dalam Majelis Duek
Pakat Mukim Paloh untuk mengatur hukum adat tentang pengelolaan
hutan adat mukim.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Qanun Mukim Paloh tentang Penguasaan dan

Pengelolaan Hutan Adat Mukim.

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5056);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 201);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 140);

Qanun Kehutanan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2002 Nomor 57 seri E nomor 6);

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Perizinan Kehutanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 58 seri E nomor 7);

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 63 seri E nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14);

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 64 seri E nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat
Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor
09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan
(Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 03);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan



Menetapkan:

Qanun (Lembaran Aceh Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh
Tahun 2013 Nomor 9);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
Mukim; (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUT MUKIM PALOH
dan
PEMERINTAH MUKIM PALOH

MEMUTUSKAN:

QANUN MUKIM PALOH TENTANG PENGUASAAN DAN
PENGELOLAAN HUTAN ADAT MUKIM
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan
kabupaten/kota yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah
kabupaten.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
Camat adalah Camat Padang Tiji, Kabupaten Pidie.
Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan
yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas
wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim dan berkedudukan
langsung di bawah camat.
Imuem Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
Tuha Peut Mukim adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi
memberikan pertimbangan kepada imuem mukim.
Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada atau
yang kemudian dikuasai oleh mukim.
Majelis Musyawarah Mukim adalah imuem mukim, tuha peut mukim,
imuem chik, para geuchik gampong dan lembaga-lembaga adat di
tingkat mukim.
Hutan Adat Mukim adalah suatu bentang alam (landscape) dalam
wilayah mukim berupa hutan rimba, sungai, perbukitan serta flora dan
fauna yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum adat
mukim.
Pendapatan Mukim adalah segala pendapatan baik yang berasal dari
pendapatan asli mukim, bantuan-bantuan dan pendapatan lainnya.



(11) Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di

(1

2)

(1

2)

3)

4)

bawah mukim dan dipimpin oleh geuchik yang berhak

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Penguasaan dan pengelolaan hutan adat mukim berdasarkan asas:
a. keislaman;

kebersamaan;

perlindungan;

pemanfaatan;

kesejahteraan;

keseimbangan;

keselarasan;
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kearifan.

Tujuan dari penguasaan dan pengelolaan hutan adat mukim adalah:
a. melindungi hutan sebagai kawasan tangkapan air dan
kelestarian fungsi lingkungan;
b. melindungi hak warga mukim terhadap kawasan hutan;
memberikan manfaat kepada masyarakat mukim setempat;

d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat .

BAB III
PENGUASAAN

Pasal 3
Seluruh wilayah hutan adat mukim dikuasai bersama oleh masyarakat
hukum adat mukim dan dilaksanakan oleh pemerintahan mukim.
Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: kewenangan
mengatur, kewenangan menetapkan hubungan hukum (memberi
persetujuan atau memberi izin), kewenangan memberikan persetujuan,
kewenangan mengelola, kewenangan mengawasi dan kewenangan
menegakkan adat.
Imuem mukim dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan musyawarah
mukim.
Musyawarah mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dihadiri
oleh sekurang-kurangnya unsur imuem mukim, tuha peut mukim,
imuem chik, lembaga adat mukim, para geuchik, imuem meunasah dan

unsur pemuda dalam wilayah mukim.



(5) Musyawarah mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) baru sah,
jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen

ditambah satu) dari jumlah anggota musyawarah mukim.

BAB IV
PERUNTUKAN

Pasal 4
(1) Peruntukan kawasan hutan adat mukim terbagi atas fungsi:

a. lindung seluas 700 hektare terletak di kawasan Tgk Alue
Mesaleem Reulhoh, Alue Putek, Pucok Alue Angka 8, Puuk
Meujeungki;

b. produksi adalah hutan cadangan, seluas 1.000 hektare;
kebun rakyat seluas 1.221 hektare.

Pasal 5
(1) Masyarakat hukum adat wajib melindungi hutan adat yang berfungsi
lindung.
(2) Perlindungan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a. larangan membuka lahan;
b. larangan berburu satwa langka dan satwa yang dilindungi adat
mukim;
larangan menebang pohon;
larangan usaha tambang;
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larangan meracun dan mengontak ikan;
f. larangan membakar hutan.
(3) Masyarakat adat dibolehkan memungut hasil hutan dengan fungsi
lindung berupa:
a. memotong kayu untuk kepentingan rumah-rumah ibadah,
sekolah, jembatan, pasar dan papan jenazah jika tidak tersedia
di lahan produksi;
b. memungut hasil hutan non kayu berupa: rotan, damar, madu,
ikan, gaharu dan ramuan obat-obatan;
c. memburu kijang, rusa dan kancil dengan alat tradisional pada
waktu-waktu tertentu yang dibenarkan adat;
d. meneliti keadaan hutan, satwa dan tumbuhan.

Pasal 6

(1) Kawasan hutan produksi diperuntukkan bagi warga masyarakat dengan
ketentuan adat mukim setempat.

(2) Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terletak
di:

Babah Alue Geuleto;

Bungyah;

Rimba Peureudang;

Rheung Krakmee;

o o



BAB V
PERLINDUNGAN HUTAN ADAT MUKIM

Bagian Kesatu
Tujuan Perlindungan

Pasal 7

Penyelenggaraan perlindungan hutan adat mukim bertujuan untuk:

a. memelihara lingkungan, hutan, kawasan hutan, hasil hutan, agar
fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai
secara optimal dan lestari;

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat mukim atas
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta kelembagaan adat
yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan
adat mukim; dan

c. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan
hasil hutan adat mukim yang disebabkan oleh perbuatan
manusia, ternak, longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, hama
dan penyakit.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perlindungan Hutan Adat Mukim

Pasal 8

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta memelihara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b dan c, maka pemerintahan

mukim dan gampong:

(D

2)

a. melakukan sosialisasi peraturan perundangan bidang kehutanan
dan hukum adat hutan;

melakukan inventarisasi permasalahan;

mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan;
melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin;
meningkatkan efektivitas koordinasi perlindungan hutan;
mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;

e =

meningkatkan efektivitas laporan kejadian gangguan hutan;
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mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap
gangguan keamanan hutan; dan
j.  mengenakan sanksi terhadap pelanggar hukum adat hutan.

Pasal 9
Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b dan ¢ yang disebabkan
oleh gangguan ternak dalam kawasan hutan adat mukim dapat
ditetapkan lokasi pengembalaan ternak.
Penetapan lokasi pengembalaan ternak di dalam hutan adat mukim
sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh imuem mukim dengan
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persetujuan tuha peut mukim dan pemerintahan gampong di mana
lokasi pengembalaan ternak setempat.

Pasal 10

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan adat mukim yang
disebabkan oleh bencana longsor, banjir, kekeringan dan kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan kegiatan
pengendalian yang meliputi:

a. pencegahan;

b. penanganan darurat;

c. penanganan pasca bencana.
Pengendalian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintahan gampong dan
pemerintahan mukim.

BAB VI

TATA KELOLA DAN PEMANFAATAN HUTAN ADAT MUKIM

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 11
Tata kelola hutan adat mukim meliputi pembagian kawasan-kawasan:
a. kawasan hutan lindung;
kawasan hutan produksi;
kawasan hutan rakyat;
kawasan padang meurabe;
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kawasan rawa-rawa; dan

f. kawasan waduk.
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kawasan hutan berdasarkan penetapan pemerintahan
mukim.
Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kawasan hutan berdasarkan izin pemerintahan mukim dan
pemerintahan kabupaten yang dikelola oleh badan usaha.
Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan kebun rakyat yang dikuasai dan dikelola secara adat oleh
warga mukim.
Kawasan padang meurabe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan kawasan pengembalaan ternak yang dikelola secara adat
oleh warga mukim.
Kawasan rawa-rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan kawasan perairan darat yang dikelola secara adat oleh
warga mukim.
Kawasan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
merupakan kawasan cekungan alam sebagai wadah penampungan air



hujan yang dikelola secara adat oleh warga mukim yang berfungsi
sebagai irigasi.

Pasal 12

Pengelolaan hutan adat mukim berupa kawasan kebun rakyat, padang

meurabe, rawa-rawa dan waduk dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan

kesejahteraan warga mukim, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pembinaan masyarakat, pelayanan masyarakat mukim, penegakan syariat

Islam dan penyelesaian perselisihan/sengketa.

(D

2)

(1

2)

3)

(1

2)

3)

Pasal 13
Pengelolaan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilakukan dengan persetujuan tuha peut mukim melalui musyarawah
mukim.
Persetujuan tuha peut mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar
berdayaguna untuk peningkatan pendapatan pemerintahan mukim.

Pasal 14
Rencana Induk Pengelolaan Hutan Adat Mukim disusun oleh
pemerintahan mukim yang melibatkan majelis musyawarah mukim.
Penyusunan rencana pengelolaan hutan adat mukim mengacu pada
rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten dengan
memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta
kondisi lingkungan.
Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 15
Setiap anggota masyarakat hukum adat mukim berhak menguasai dan
mengelola suatu bidang lahan untuk dimanfaatkan sebagai kebun.
Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan
hukum adat melalui persetujuan pemerintahan mukim.
Penguasaan dan pengelolaan lahan hutan sebagaimana dimaksud ayat
(1) hanya diperkenankan di kawasan hutan dengan fungsi produksi.

Pasal 16

Tata cara pemberian persetujuan pemanfaatan hutan:

a. warga mukim mengajukan permohonan pembukaan Ilahan
kebun di kawasan hutan produksi kepada imuem mukim;

b. imuem mukim meminta geuchik setempat yang wilayah
kewenangannya akan dibuka lahan kebun untuk memeriksa
ketersediaan dan kondisi lahan;
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c. geuchik sebagaimana dimaksud pada huruf b, melibatkan
pawang glee untuk memeriksa ketersediaan dan kondisi lahan;

d. dalam hal tersedianya lahan yang dimohon maka geuchik
memberikan dukungan kepada imuem mukim, dan

e. atas dasar dukungan geuchik sebagaimana dimaksud pada huruf
d, maka imuem mukim menerbitkan persetujuan pemanfaatan
hutan untuk membuka kebun setelah melalui musyawarah
dengan tuha peut mukim.

Bagian Ketiga
Penebangan Kayu

Pasal 17

Warga mukim dibolehkan menebang kayu di dalam wilayah hutan
produksi dengan persetujuan pawang glee.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah
pawang glee memeriksa jenis kayu, diameter kayu dan letak
tumbuhnya.
Pawang glee dalam memeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memperhatikan diameter kayu minimal 50 cm dengan radius
berjarak 50 meter dari bibir sungai.
Penebangan kayu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan untuk:

a. pembangunan rumah warga mukim;

b. keranda jenazah; dan

c. bangunan umum.

Bagian Keempat
Pemotongan Rotan

Pasal 18
Setiap warga mukim dibolehkan memotong rotan kecuali panjangnya
di bawah 5 (lima) meter.
Pemotongan rotan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan
dengan cara tidak memanjat.

Bagian Kelima
Berburu

Pasal 19
Setiap warga mukim dibolehkan berburu di dalam hutan adat mukim
dengan memberitahukan kepada pawang glee baik sebelum maupun
setelah berburu.
Lokasi tempat perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diberitahukan kepada geuchik gampong yang bersangkutan.



Pasal 20
(1) Jenis binatang yang boleh diburu adalah kancil, rusa dan kijang dengan
menggunakan alat tradisional pada waktu tertentu.
(2) Berburu sebagaimana disebut pada ayat (1) hanya dibolehkan setelah
panen padi sampai pada musim tanam berikutnya.
(3) Hasil buruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagiannya dibagi

kepada anak yatim yang berada dalam kawasan tempat berburu.

Pasal 21
Berburu dilarang pada saat musim tanam padi sampai panen karena
dikhawatirkan dapat membawa hama penyakit tanaman dan juga dapat

mengganggu ternak warga yang ada di dalam hutan.

Bagian Keenam
Mengambil Madu

Pasal 22
(1) Setiap warga mukim dibolehkan mengambil madu pada pohon yang
belum dibebani hak milik atau yang belum ditandai oleh warga lain.
(2) Dalam hal keberadaan sarang lebah pada batang kayu milik orang lain
atau sudah ditandai maka sarang lebah tersebut dapat diambil atas
persetujuan pemilik hak.

Pasal 23
Dalam hal pengambil madu berasal dari luar mukim maka yang bersangkutan

harus mendapat izin dari pawang glee.

Pasal 24
Dalam hal sarang lebah madu berada dalam kebun milik orang lain maka
pemungut madu wajib mendapat persetujuan dari pemilik kebun.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25
Pemerintahan mukim dan gampong berkewajiban memfasilitasi proses peran
serta masyarakat dalam pengelolaan hutan adat mukim.

Pasal 26
(1) Masyarakat berhak berperan serta penuh dalam proses penguasaan,
peruntukan, perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan
terhadap hutan adat mukim.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dalam  bentuk: sosialisasi, pemberian informasi,
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3)

pemeliharaan hutan, penanaman, pencegahan dan penanganan bencana,

musyawarah mukim, khanduri uteun, evaluasi dan pengawasan.

Pasal 27

Dalam hal pemerintahan gampong tidak melibatkan peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, anggota
masyarakat dari gampong yang bersangkutan dapat mengajukan
keberatan kepada imuem mukim dan/atau tuha peut mukim.

Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), imuem
mukim dan tuha peut mukim dapat membuat keputusan yang
memerintahkan pemerintahan gampong untuk melibatkan partisipasi

masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALJIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Imuem mukim melakukan upaya pembinaan dalam rangka
perlindungan hutan adat mukim.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:

a. pedoman;

b. bimbingan; dan/atau

c. pelatihan.
Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditujukan kepada pawang glee, para pekebun, pemburu dan pemungut
hasil hutan non kayu dalam rangka perlindungan hutan adat mukim.
Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
ditujukan kepada pawang glee, para pekebun, pemburu dan pemungut
hasil hutan non kayu dalam rangka perlindungan hutan adat mukim.
Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
ditujukan kepada pawang glee, para pekebun, pemburu dan pemungut
hasil hutan non kayu dalam rangka perlindungan hutan adat mukim.

Pasal 29

Imuem mukim melakukan upaya pengendalian dalam rangka
perlindungan hutan adat mukim.
Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan:

a. monitoring;

b. evaluasi; dan/atau

c. tindak lanjut.
Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan

pelaksanaan perlindungan hutan yang dilakukan oleh pawang glee.
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Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan perlindungan hutan
dilakukan secara periodik yang dipimpin oleh imuem mukim serta
unsur pemerintahan gampong dan pawang glee.

Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi guna
penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan yang
dipimpin oleh imuem mukim serta unsur pemerintahan gampong dan

pawang glee.

Pasal 30
Imuem mukim melakukan pengawasan terhadap hutan adat mukim.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara
mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan perlindungan,
pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat mukim.
Imuem mukim dapat memberikan wewenang kepada pawang glee

untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
SANKSI ADAT

Pasal 31
Barang siapa yang menebang kayu tempat hunian lebah (unoe) dan
meudang ara, bunga merbau, pohon tualang, kemuning, keutapang,
glumpang, beringin, ara gusuk dan kayu-kayu besar lainnya tanpa
mendapat izin dari pawang glee akan dikenakan sanksi adat.
Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penebangan kayu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. mesin dan kayu disita oleh gampong;

b. gampong yang melakukan penyitaan harus melaporkan kepada
imuem mukim;

c. harus membayar denda seharga umum perbatang kayu yang
telah ditebang dan hasil kayu yang telah ditebang menjadi hak
milik gampong 70% dan 30% diserahkan kepada pemerintahan
mukim;

d. kayu sitaan tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan
umum gampong dan kepentingan umum pemerintahan mukim.

BAB X
PENUTUP

Pasal 32
Qanun ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh imuem mukim dan
ketua tuha peut mukim.
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(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kepada imuem
mukim dan tuha peut mukim untuk memberitehukan atau melakukan
sosialisasi kepada pemerintahan gampong, masyarakat dan lembaga
adat lainnya.
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